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ABSTRAK

Undang-undang Dasar 19245 khususnva Pasal 33 avat | menyatakan bahwa
perekonomian  Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas
kekeluargaan, Sclanjutnya penjelasan Pasal 33 menvataskan bahwa kemakemuran
masyarakallah yang diutamakan bukanlah orang-seorang dan perusahazn. Maka
bentuk usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalab kaperasi. Koperasi merupakan
organisasi rakyal yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi,
dimana Koperasi Unit desa (KUD) Sungai dareh Kabupaten Dharmasraya merupakan
suat wujud nyata scbagai wadah untuk mensejahierakan anpeota pada khususnyva
dan masyarakat pada smumnya, Untuk itu dipeclukan penpures dalam melaksanakan
tugas, wewenang dan tanggung jawab sesual denpan Undang-undang No. 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian.

Dari hal tersebut di atas, penulis menpemukakan persmussn masalah guna
membatasi permasalehan tulisan ini yaito @ 1) bagaimanskah tugas dan wewenang
pengurus pada Koperasi Unit desa (KUD) Sungai Darch Kabupaten Dharmasrava
dalam pelaksanaannya, 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus pada
anggota KUD Sungai Darch Kabupaten Dharmasraya, 3} Hambatan-hambatan apa
saja yang ditemui pengurus dalam wsaha penpelolaan dan pengembangan KUD
Sungai Dareh Kabupaten Dharmastaya serta bagaimana cara mengatasinya.

Untuk menjawab pertanyasn tersehut, penulis menpgrunakan metode yuridis
sosiologis, dimana metede ini menckankan pada aspek hukum vang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dengan praktek di lapangan. Penclitian ini bersumber
pada data primer yang diperoleh langsung dari para responden dan informan serta
fapangan dan data sekunder yang diperolch dari data kepustaksan vang meliputi
bahan hukum primer dan hehan hukum sckunder. Amalisis data diuraikan dalam
bentuk laporan kwalitatil dan kuantitaif,

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
lugas dan wewenang pengurus belum sepenuhnya sesuai denpan angearan dasar serla
Undang-undang Mo, 25 Tahun 1992, Bentuk pertanggung jawaban pengurus pada
angpota koperasi dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan-
bimbmgan dalam bidang pendidikan koperasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini
teelihat dari berkembangnya usahs pada sctiap unit vang ada dan peningkatan SHU
setiap tahunnya. Dalam perkembangan KUD Sungai Darch juga mengalami
kambatan-hambatan, seperti persaingan dalam penjualan buah sawit, dimana jumlah
produksi pada tahun 2005 mengalami penurunan dibandinghkan tahun 2004,



BaB 1l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah
saty fujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.
Tujuan perekonomian vang didasarkan kepada Pancasila adalzh untuk tercapainya
kesejahteraan sosial. Penegasan hal tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran
vang terkandung dalam LU 1945 vang bertujuan untuk mewsjudkan keadilan
sosia] bagl selunah rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Diasar
1943 vang menjclaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
aleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota
masyarakal. Oleh sebab itw, perckonomian disusun sebagal usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargazn dan bentuk usaha vang sesusi dengan UUD itu
adalah koperasi,

Peranan kaperasi schagal soko guru perekonomian nasional sangatlah
penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ckonomi rakvat serta
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi  yang mempunyai cita-cita
kebersamaan, kekeluargasn dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti
ilu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha vang luss

yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat.



dan pedoman dalam sepala sesuatu yang  menvangkut  kehidupan  Koperasi
terscbut. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha menvempurnakan undang-
undang koperasi. Sebagai hasilnva diundangkan Undang-undang Mo, 25 Tahun
19492 tentang perkoperasian. sehagal penpeant endang-undang lama (Undang-
erclang ™o, 12 Tahun 1967) vang dibarapkan agar undang-undang tersehuot sesuni
dengan dinamika perkembangan perckonomian Bangsa Indonesia.

Kebijakon  pemerintab dalam  pembangunan ckonomi harus  lehih
diarahkan kepada terwujudnva demokrasi chonomi. dimana masyarakat harus
memegang  peran aktil dalam kegistan  pembangunan tersebut.!  Supava
masvarakal  berperan aktil  dalam pembangunan perekonomian, maka
divadangkaniab Undang-undang Mo, 25 Tahun 1992, 14 dalam Undang-undang
Mo, 25 Tabun 1992 teesebut disebutkan pengertian koperasi, pada Pasal 1T avai (1)
nvie vang menyatakan koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan oranp-
seorang  atau badan  hukum  koperasi dengan  melandaskan  Kegistannya
herdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai perakan ckonomi rakvan vang
herdasarkan atas asas kekeluargaan,

Schagal badan usaba koperasi mestinya untuk mempereleh status badan
hukum para pendin mengajukan pengesshan pendiriannsya kepada pemerintah,
sebagaimana vang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 vang
menvatakan  “Koperasi - mempereleh  status badan hukum setelah akia

pendinannya disahkan oleh pemerintah™  Uniok  mendapatkan  pengesahan

[¥irjen Pembinzan Kooperst pediesaan, 19035, Pedooror Pombingan Koprewasi Prdlesaan KLU, Dept.
coperasi dan pembinaan Pengusabi Kecil, Jakarta, him, 25,



tersebul para pendin mengajukan permintaan tertulis disertal akia pendirian
koperasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 aval (1) Unidang-undang No, 23
Fahun 1992,

Dralam perkoperasian vang tidak kalah penting adalah menpenai pengurus
koperasi. Hal ini diatur dalam Pasal 29 sd 37 Undang-undang Mo, 25 Tabun
1992, Daart ketentoan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa pengurus koperasi
diptlih dari dan oleh anggota dalam suale mpal angeota, unluk masa jabatan
selama 3 (lma) tahun, dengan kemunekinan dapat dipilih kembali. sedanckan
bagi koperasi vang beranggotakan badan hukum koperasi, penpurusnyva dipilih
clar amgpota-angeola koperasi,

Sebagmmana dikelabui pengurus - merupakan perangkat  organisasi
koperasi setingkat dibawah kekuvaspan rapat anpgota. dialah vang mempunyai
kewenangan untuk mewakili koperasi scbapai badan  hukum.  baik  dimuka
p-:ngaulilt.m maupun diluar pengadilan. * i alalam pengelolaan koperasi pengurus
dapat dilihat bahwa diberilkannya suate kewenangan untuk melakukan tindakan-
tndakan hukum serta upava-upava hukum unok dan mas nama dalam hadon
hukum  koperasi vang  bersanghkutan,  Pengurus  bertangeunng  jawab  atas
perbustimnya jika terjadi resiko Kerugian pada koperasi tersebut, hal ini digiur
pada Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahon 1992, Jika kerugian tersebut bukan
merupakan akbiat dari kelalaion pengurus, maka din bebas dari langoung jawab,

Sebaliknya jika kerugion akibat kerugian akiba dari tindakan pengurus, maka

"R Sutantva Rahardja Haddikusumea, 2002, M Koperasi fndonesio, BEd, 1, Cet2, Raja Grafindo
Persada. Jakara, hlm: &4-85
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merupakan skbiat dar kelalaian pengurus, maka dia bebas dari tanggung jawab,
Sebaliknya jika kerugian akibat Kerugian akibat dari tindakan pengurus, maka
pengurus vang bertanggung jawab atas kerugian lemsebul dan atas keragian
tersebut dapat dilakukan tuntutan pidana.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata pengurus mempunyval langgung
jawab dalam pengelolaan koperasi sebagai svarn badan hukum yang tunduk pada
Aukum perikatan pada umumnya, Bertitik tolak dari apa vang diuraikan diatas,
maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneranghkannya dalam
suatn karangan ilmish berbentuk skripsi vang berjudue] @ ¥ PERTANGGUNG
JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAIL
SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai

Darch Kabupaten Dharmasrayva)™.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atag, maka ruang lingkup permasalahan yang akan
dibahas dalam skeipsi ini antara lajn ;
. Bagaimanakah tugas dan wewenang pengurus pada Koperasi Unit Desa
(KUD} Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanasnnya?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawahsn pengurus pada anppota Koperasi

Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya?

Trd
'

Hembatan-hambatan apa saja  wvang ditemui  penpurus  dalam  usaha
pengelolaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh

Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana cara mengatasinya?



BAR I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Sungai (KUD) Darch Kabupaten
Dharmasraya
. Akta Pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dsr:.h Kabupaten
Dharmasraya.

Menurut skia pendirian, KUD Sungai Dareh berdiri atau terdafiar pada
Direktorat Koperasi Sumatera Barat pada tanggal 5 Juni 1974 denpan Badan
Hukum No : 931/ BH-XVI1974. KUD Sungai Darch ini telah menjalani
beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Angearan Dasar yang
keempat bernomor @ 30PADPWE.3/VI-1996 pada tanggal 13 Juni 1996,
Pada tahun 1993 KUD Sungal Dareh ditetapkan schagai KUD Mandiri
dengan surat keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia No, 349 ¢ KEP {
M T 1993 pada tangpal 3 Februard 1993,

Pada tahun 1994 KUD Sungai Darch membangun perkebunan kelapa
sawit dengan memanfaatkan KI-KK PA [ Kredit Investasi Kredit Eoperasi
pada Anggota) melalui Bank Dagang Negara / Bank Mandiri cabang Padang.
Perkebunan kelapa sawit ini dibangun hekerjasama dengan PT. Bina Pratama
sakato Java dengan pola anszk angkat hapak angkat dan konversi pertama
dimulai pada Mei 1998, Kemudian pada tahun 2006 KUD Sungai Darsh

disamping sebapai pengencer juga telah ditunjuk oleh PUSKUD Sumatera
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Beritik 1olak daf uwraian yang telah penulis kemukakan pada bab

sebelumnva tentang pertangeung jawaban pengurus pada anggota koperasi

sghapal suatu badan hukum (studi pada Koperasi Unit Desa (KLUD) Sungail Darch

Kabupaten Dharmasrayal, dapat dicarik kesimpulan schaga berikut

1.

I~

Tugas dan wewenang penguras KUD Sunpgar Dareh Kabupaten Dhammasrayva
sizdah sesuai dengan Undang-undang Mo. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar
koperasi. Dalam pelaksanaan tugas pengurus memimpin, menyusun angoaran
belanja -koperasi serta memberikan informasi kepada pengawss dengan
weswenang viang ada telah dilaksanakan dengan baik.

Mengenai bentuk pertangpung jawaban penpurus terhadap angpota koperasi
sehagai suaty badan hukum di samping menyelengearakan berbagai unit
usaha juga berlanggung jawab terhadap kesejahieraan angpota, Bepitu juga
dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan  anggoty  lenlang
koperasi, dengan mengadakan penyuluban dan himbingan-himbingan dalam
Didang pendidikan koperasi. Penpurus juga bertangoung jawab mengenai
sepala kegiatan pengelolazn dan pengembangan koperasi dan terhadap usaha-

usaha yang dijalankan.

T



DAFTAR PUSTAKA

Alirido. R, 1986, Baden Hukwm dan Kedudukon  Bodan Hukwm Verserodr,
Perkumpulan, Koperasi, Vavasan Wakaf, P Alumni Bandung,

Anifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, Koperasi Teart dan Prokick, Penerbit
Erlangga Jakara,

Arifinal Chaniago, 1987, Pendicddibun Koperasi fndenesio. Angkasa Dandung.

B. Sarwono dan B, Joko Prasojo, 1981, Perunjuk Prafeis Berboperasi, PT, Penchm
Swadava.

Chider Ali, 1991, Badan Hukwe, Alumm Bandung,

Dirjen  Pembinaan Koperasi Pedesaan, P95 Pedeman pembinaan Koeperasi
Pedfevean’ KD, Dept. Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Keeil. Jakarta,

Fdilius dan Sudarsone. 1993, Koperast dalam Veort dan Prakfes. Pencebit Hicks
Cipla.

G Kartasapoetrn, 1995, Koperosi Indonesio Yong Bevdasarkan Pancasila dae (20D
10F, Ricka Cipta, Jokarta

bma Swwandi, 1985, Koperasi Orvgoaivasi Exosond Yaog Berwatak Sesicl, Bhara
koarva, Jakart,

Mohammad atta, 1987, Membanewyn Kopervayi dan Noperast Membangnn, ot
[dayus Pross, Jakuart.

Minik Widivant dan Y, W Sunindia, Keperast don Perekonomion Indoaesic, bing
Aksara. Jakarta,

Panii Anora dan Ninik Widivemi, 1993, Dugeaka Koperasi, 171 Ricka Cipia.
Jakart.

Peraturan pemerintzh BRE NMomor 4 Tabun 19 Tentang Persvaratan dan Tatacara
pengesahan Akla Pendinan dan Perobolun Angeoran Dasar Koperas) sena
Petunjuk pelakzanaannya,

T, Sutantiva Eaharpn Haddikoswma, 2002, Seknee Koperasd Defonesio, od, 10 Cel,
Raja Ciradindo Persada Jakarta.



